
BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Setelah melihat paparan yang diatas, penulis ingin memberikan beberapa kesimpulan yang

penting untuk diketahui oleh pembaca yakni:

Perselisihan dimungkinkan terjadi pada setiap hubungan antar pihak dalam hubungan

industrial, hal ini biasa disebut dengan Perselisihan Hubungan Industrial, dengan hal itu maka

diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perselisihan Hubungan Industrial.

Apabila terjadi perselisihan hubungan industrial, maka para pihak yang berselisih bisa

melakukan beberapa tahap awal seperti musyawarah sebelum harus diselesaikan di Pengadilan

Perselisihan Hubungan Industrial, dan hasil dari adanya upaya Penyelesaian Perselisihan

Hubungan Industrial adalah Perjanjian Bersama. Perjanjian Bersama merupakan hasil

kesepakatan secara tertulis yang dibuat dan ditandatangani secara bersama-sama antara

pengusaha dan pekerja. Penyelesaian perselisihan dapat dilakukan dengan jalur bipartit,

konsiliasi, arbitrase atau dengan upaya litigasi, namun di dalam ketentuan Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2004 tidak ada penjelasan mengenai aturan beracara yang harus dilakukan.

Terdapat hanya beberapa pasal ketentuan yang berkaitan dengan hukum acara menurut

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, dengan hal itu berarti hanya beberapa hal yang diatur

dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Dengan tidak lengkapnya pengaturan mengenai

proses beracara dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka Proses penyelesaian

perselisihan pada Pengadilan Hubungan Industrial yang berkaitan dengan gugatan sampai

dengan pelaksanaan putusan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial akan

menggunakan hukum acara perdata yaitu HIR dan RBg.

Perjanjian Bersama yang sudah disepakati dan ditandatangani oleh para pihak yang

berkompeten sehingga memenuhi syarat sahnya perjanjian sesuai dengan ketentuan Pasal 1320

KUHPerdata serta didaftarkan akan memiliki sifat yang mengikat sehingga para pihak wajib

melaksanakan isi kesepakatannya. Perjanjian Bersama yang sudah didaftarkan ke Pengadilan

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah para pihak mengadakan Perjanjian

Bersama akan memiliki sifat eksekutorial. Sifat eksekutorial memiliki arti bahwa apabila

terdapat salah satu pihak yang melanggar ketentuan dalam Perjanjian Bersama, maka pihak

94



yang merasa dirugikan dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Hubungan

Industrial bukan mengajukan gugatan baru ke Pengadilan. Keputusan atau isi dari Perjanjian

Bersama bisa dilaksanakan secara langsung oleh Pengadilan, jadi apabila salah satu pihak yang

melanggar isi ketentuan yang sudah disepakati maka pihak yang dirugikan bisa meminta

Pengadilan untuk langsung mengeksekusi isi perjanjian tanpa harus melalui proses sidang yang

panjang. Sifat eksekutorial ini dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak dalam

menyelesaikan perselisihan, hal ini mendorong kedua pihak untuk mematuhi isi perjanjian dan

memberikan perlindungan yang kuat bagi kedua belah pihak serta menjamin penegakan hukum

yang efisien dalam hubungan kerja. Dalam realitanya masih ada gugatan perdata mengenai

Perjanjian Bersama yang memiliki sifat eksekutorial bersifat final sehingga tidak bisa diajukan

gugatan perdata bukan permohonan eksekusi.

Dalam kedua kasus yang penulis bahasa, dapat dipahami bahwa pihak-pihak yang sudah

setuju dan menyepakati Perjanjian Bersama seringkali tidak beritikad baik dengan melakukan

tindakan yang tidak sesuai dengan isi kesepakatan dalam Perjanjian Bersamanya meskipun

perjanjian tersebut telah mengikat bagi mereka. Para penggugat dalam hal ini pekerja

mengajukan gugatan baru dengan harapan dapat mengubah perjanjian yang sudah dibuat

sebelumnya, sehingga ini merupakan salah satu dari kelemahan Perjanjian Bersama karena

pada akhirnya Perjanjian Bersama tidak bisa dijalankan atau dieksekusi. Selain itu, isi

Perjanjian Bersama tidak hanya mencangkup aspek kualitatif saja namun mencantumkan aspek

kuantitatif seperti sanksi nominal apabila salah satu pihak tidak menjalankan isi Perjanjian

Bersama, hal ini bertujuan agar dapat dieksekusi karena syarat dapat dilaksanakan suatu

eksekusi yaitu bersifat condemnatoir dan memiliki kekuatan eksekutorial, keduanya syarat

tersebut harus terpenuhi. Para pihak harus mencantumkan sanksi nominal agar dapat

dilaksanakan ketika salah satu pihak tidak memenuhi isi kesepakatan. Perjanjian Bersama yang

memiliki sifat eksekutorial menjadi sangat penting dalam proses pendaftaran, tanpa adanya

proses pendaftaran maka perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatan hukum bagi para pihak

yang terlibat. Oleh karena itu,apabila para pihak tidak mendaftarkan perjanjian, maka para

pihak tidak bisa meminta pelaksanaan isi perjanjian melalui eksekusi.

Masalah Perjanjian Bersama yang selama ini terjadi karena terdapat salah satu pihak

tidak menjalankan isi perjanjian yang sudah disepakati dan tidak menghormati sifat

eksekutorial dari Perjanjian Bersama. Pihak yang melanggar kewajibannya pun memiliki arti

tidak mematuhi ketentuan Pasal 1320 dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Para pihak yang bermufakat diharapkan memiliki itikad baik dan perjanjian harus didasarkan

oleh asas konsensualisme. Apabila salah satu pihak tidak menjalankan kewajiban dan terdapat
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salah satu pihak yang merasa dirugikan karena pihak lainnya mengingkari isi yang ada dalam

perjanjian, seharusnya pihak tersebut mengajukan permohonan penetapan eksekusi ke

Pengadilan Hubungan Industrial di wilayah hukum para pihak mengadakan Perjanjian Bersama

bukan mengajukan gugatan dan Pengadilan memerintahkan tergugat yang tidak menjalankan

kewajiban untuk menjalankan isi yang disepakati dalam Perjanjian Bersama. Dari kondisi

tersebut, permohonan eksekusi seharusnya hanya dapat dilaksanakan hanya sampai batas

teguran saja dikarenakan penggugat dan tergugat membuat Perjanjian Bersama yang tidak

memiliki kekuatan eksekutorial di dalamnya sehingga Perjanjian Bersama tersebut tidak bisa

dieksekusi. Adanya permasalahan gugatan baru ini juga ditimbulkan dari beberapa hakim yang

masih menerima gugatan perdata, bahkan hakim menyelesaikan permohonan gugatan perdata

hingga tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Mediator juga menjadi salah satu penyebab dari

adanya masalah ini, hal tersebut dikarenakan mediator ternyata masih bersedia melakukan

mediasi perselisihan yang muncul lagi setelah ada Perjanjian Bersama yang terdaftar. Masalah

yang dibahas sebelumnya pun memiliki keterkaitan dengan asas nebis in idem dalam ketentuan

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Penanganan Perkara Yang

Berkaitan Dengan asas nebis in idem, bahwa nebis in idem dalam SEMA ini hanya berkaitan

dengan penyelesaian yang dilakukan oleh pengadilan.

5.2 Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, terdapat beberapa hal yang disarankan:

1. Bagi pengusaha

- Pengusaha harus mengerti peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dan

berkomitmen untuk menaati peraturan yang berlaku agar perselisihan tidak akan terus

bertambah;

- Pengusaha membuat kebijakan yang transparan agar tidak menimbulkan kebingungan

atau ketidakpuasan serta memastikan kebijakan perusahaan dapat dipahami dan diakses

oleh seluruh pekerja;

- Pengusaha perlu membangun komunikasi yang baik untuk mewujudkan hubungan

industrial yang harmonis dan dinamis menuju ketenangan bekerja serta menciptakan

lingkungan kerja yang adil, pasti dan menghargai kontribusi pekerja;

- Perusahaan dapat melibatkan serikat pekerja dalam perumusan perjanjian agar dapat

memastikan bahwa kepentingan pekerja terwakili dan perjanjian sesuai dengan

kebutuhan kedua belah pihak;
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- Pengusaha bekerjasama untuk menyusun Perjanjian Bersama yang jelas, rinci dan

memuat sanksi nominal agar dapat dieksekusi agar memberikan kejelasan bagi para

pihak dan memudahkan pengadilan dalam memproses permohonan eksekusi apabila

ada perselisihan yang terjadi;

- Pengusaha harus memastikan bahwa semua kewajiban yang diatur dalam perjanjian

dapat dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan isi kesepakatan; dan

- Pengusaha pun bisa melakukan konsultasi isi perjanjian dengan ahli hukum untuk

memastikan keabsahan dan kekuatan hukumnya, hal ini dapat memberikan jaminan

lebih terhadap pelaksanaan perjanjian.

2. Bagi pekerja

- Pekerja harus mengerti peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dan memahami

hak serta kewajiban untuk turut serta dalam mencapai hubungan industrial yang baik;

- Pekerja dapat memastikan komunikasi yang jelas dan terbuka dengan pengusaha

mengenai kebutuhan, masalah dan harapan mereka dalam lingkungan kerja;

- Pekerja dapat bergabung dalam serikat pekerja atau organisasi yang dapat mewakili

kepentingan mereka dalam memberikan platform untuk bersuara dan bernegosiasi

dengan pengusaha;

- Apabila ada hal-hal yang dianggap tidak jelas atau merugikan pekerja, maka sebaiknya

pekerja menyuarakan kepentingan dan kekhawatiran mereka sebelum menandatangani

perjanjian agar menghindari rasa ketidakpuasan di kemudian hari;

- Pekerja harus mematikan isi perjanjian menyertakan ketentuan bersifat nominal yang

jelas agar bisa diterapkan permohonan eksekusi kemudian hari dan memudahkan proses

penegakan hak apabila pengusaha tidak mematuhi isi perjanjian;

- Pekerja benar-benar membaca dan meneliti dengan cermat setiap isi perjanjian dan

memastikan hak, kewajiban dan semua ketentuan perjanjian sudah diterima dengan

jelas; dan

- Pekerja juga bisa melakukan konsultasi Perjanjian Bersama dengan ahli hukum apabila

memungkinkan, hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa perjanjian tersebut sudah

sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

3. Bagi pemerintah

- Pemerintah membuat aturan khusus mengenai Perjanjian Bersama, dengan melakukan

penyempurnaan aturan untuk memastikan kejelasan mengenai sifat Perjanjian Bersama.

Aturan ini harus secara eksplisit menyebutkan bahwa Perjanjian Bersama memiliki sifat
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eksekutorial setelah didaftarkan di Pengadilan karena peraturan saat ini tidak rinci, tegas

sehingga tidak memberikan kepastian hukum;

- Pemerintah mengatur ketentuan mengenai kewajiban para pihak membuat ketentuan

yang bersifat kualitatif dan sanksi kuantitatif, hal ini bertujuan untuk mempermudah

proses pelaksanaan eksekusi di Pengadilan. Sanksi yang jelas dan tegas apabila

pengusaha tidak melaksanakan perintah eksekusi yang sudah ditetapkan dalam putusan.

Sanksi ini mencangkup denda atau konsekuensi hukum lainnya yang dapat memberikan

insentif kepada pengusaha untuk mematuhi perjanjian

- Pemerintah membuat aturan mengenai eksekusi, khususnya menguraikan secara detail

mengenai teknik beracara saat adanya perselisihan terjadi, sehingga dijelaskan prosedur

beracara mulai dari awal permohonan gugatan, proses persidangan hingga penerapan

eksekusi pada Perjanjian Bersama, dengan adanya kebijakan yang jelas akan membantu

hakim untuk menafsirkan hukum dengan lebih tepat dan memfasilitasi proses eksekusi;

- Pemerintah dapat mendorong keterlibatan mediator, konsiliator dan arbitrator sebagai

pihak netral yang dapat membantu penyelesaian sengketa terkait eksekusi Perjanjian

Bersama agar bisa menjadi lebih efisien dan mengurangi beban pengadilan

- Pemerintah dapat melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kasus-kasus hukum

mengenai Perjanjian Bersama, hal ini memiliki tujuan untuk mengidentifikasi masalah

yang mungkin muncul di kemudian hari dan meningkatkan efektivitas sistem hukum

yang berlaku.

4. Bagi Pengadilan

- Hakim sebaiknya terus meningkatkan pemahaman terkait peraturan dan ketentuan hukum

mengenai Perjanjian Bersama serta prosedur eksekusi dan kewenangan pengadilan;

- Hakim harus lebih tegas dalam menolak gugatan baru yang berkaitan dengan isi

Perjanjian Bersama yang sudah memiliki daya eksekusi. Penolakan ini seharusnya

disertai arahan kepada para penggugat untuk mengajukan permohonan eksekusi sesuai

aturan yang berlaku;

- Hakim memberikan bimbingan kepada pihak penggugat agar lebih memahami proses

yang seharusnya diambil, hal ini dilakukan dalam rangka menciptakan kesadaran akan

pentingnya pengajuan permohonan eksekusi sebagai langkah pertama dan menjelaskan

prosedur yang benar dalam menanggapi pelanggaran Perjanjian Bersama agar

mengurangi kebingungan serta bisa mendorong pihak untuk mengambil langkah yang

sesuai;
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- Hakim harus bisa memberikan pemahaman hukum dan mendorong kesadaran hukum

bagi Tergugat sewaktu proses teguran (aanmaning) agar Tergugat bisa mematuhi amar

putusan atau tidak memberikan alasan untuk tidak memberikan hak hak Penggugat

karena Ketua Pengadilan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan eksekusi.

- Juru sita saat menyampaikan surat panggilan aanmaning diharapkan melaksanakan secara

benar dan bertanggung jawab sesuai surat panggilan, harus benar-benar sampai kepada

Tergugat dan mendorong agar Tergugat hadir saat proses aanmaning, sehingga Ketua

Pengadilan bisa memberikan pemahaman yang memadai oleh mengenai arti penting

eksekusi pada saat aanmaning.

- Pengadilan semakin tegas tanpa memberikan kompromi apabila Perjanjian Bersama

sudah masuk ke tahap eksekusi, Pengadilan dapat mengeluarkan perintah eksekusi dalam

waktu tertentu, sehingga apabila Tergugat pada waktu yang ditentukan tetap tidak

membayar hak pekerja atau menjalankan isi dari putusan, maka Pengadilan dapat

melakukan sita jaminan atas aset perusahaan dan segera melakukan lelang agar

Penggugat dalam gugatannya tidak menunggu dalam waktu yang lama.
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